
"Keputusan ikut PTM atau

tidak, ada ditangan orang-

tua, apakah  anaknya

mengikuti PTM Terbatas

atau mengikuti pembela-

jaran jarak jauh (PJJ),Ó jelas

Suharti, Sekretaris Jenderal

(Sesjen) Kemdiknidristek ,di

kantornya kemarin.

Dikatakan Sekolah dapat

memilih PTM 50 persen

atau 100 persen

Namun, Suharti mene-

gaskan bahwa penekanan

ada pada kata "dapat".

Artinya, bagi daerah PPKM

level 2 yang siap melak-

sanakan PTM Terbatas se-

suai SKB Empat Menteri

dan tingkat penyebaran

Covid-19 di daerah dalam

kategori terkendali, sekolah-

sekolahnya tetap dapat

melaksanakan PTM

Terbatas dengan kapasitas

siswa 100 persen.

Salah satu orangtua

siswa, Padiny menyebut,

sebenarnya anaknya sudah

gembira ketika bisa PTM,

bisa berkenalan lebih dekat

dengan teman dan guru.

"Namun, kalau situasinya

kembali meningkat dan

harus diberlakukan PPKM,

ya demi keselamatan

bersama, sebaiknya anak ti-

dak lama lama di sekolah.

Jangan lepas masker dan

pakai masker standar.

Pokoknya saya wanti-wanti

sama anak, kalau sudah 4

jam ganti masker dan harus

cuci tangan masuk kelas

maupun pulang sekolah,"

kata ibu dari siswa SMA di

Yogya selatan ini. 

Dikatakan, adanya group

WA orangtua murid, cukup

membantu untuk menge-

tahui kondisi terkini di seko-

lah, termasuk berapa anak

yang terpapar atau keluar-

ganya. "Sebagai orangtua,

bersyukur ada kemudahan

mendapatkan informasi se-

cepatnya dari sekolah

melalui grup WA, jadi bisa

diambil keputusan cepat.

Untungnya pihak sekolah ti-

dak memaksa anak masuk,

bahkan jika anak merasa

kurang enak badan, dis-

arankan untuk beristirahat

dulu di rumah, bisa menyi-

mak pelajaran secara on-

line," tambahnya.

Protokol Ketat

Melanjutkan penjelasan-

nya, Suharti mengatakan,

PTM Terbatas harus tetap

diikuti dengan protokol yang

ketat, surveilans, dan peng-

aturan penghentian semen-

tara PTM Terbatas sesuai

ketentuan dalam SKB

Empat Menteri. 

Kewenangan itu diberikan

agar orang tua bisa melihat

risiko anak atau kasus

Covid-19

di keluar-

ganya.

Misalnya,

bila ada

orang tua

atau anggota keluarga yang

memiliki penyakit bawaan

atau komorbid, disarankan

anak tidak mengikuti PTM.

ÓKarena kalau orang tuanya

punya komorbiditas yang

tinggi, sebaiknya anaknya

jangan sekolah dulu,Ó tu-

turnya .

Saat ini, hidup bersing-

gungan dengan Covid-19

merupakan kenyataan yang

harus dihadapi. Karena itu,

mau tidak mau, harus mulai

melaksanakan sekolah tat-

ap muka dengan protokol

kesehatan yang ketat.

Selain itu, dana BOS sudah

diberikan fleksibilitas full un-

tuk sekolah melakukan per-

siapan tatap muka. Dana

BOS dapat digunakan untuk

membeli masker, hand sani-

tizer, thermo gun, hingga

kebutuhan lain untuk me-

lengkapi daftar isi kesiapan

sekolah sebelum PTM.

ÓTerserah mau masuk dua

kali seminggu, tiga kali se-

minggu. Asal maksimal 50

persen kapasitasnya,Ó

tegasnya.

Pastikan Jadwal

Mengenai kekhawatiran

orangtua, ada beberapa

cara untuk mengurangi rasa

khawatir dan kecemasan

tersebut, yakni dengan

memastikan jadwal PTM ke

guru.

"Diskusikan dengan guru

bagaimana jadwal harian-

nya, bicarakan tentang flek-

sibilitasnya, dan komu-

nikasikan bagaimana seko-

lah akan meninjau jadwal

PTM untuk melihat apakah

itu berhasil atau perlu di

ubah.Ó jelasnya.

Selain itu, bisa juga

menanyakan ke guru jadwal

cadangan jika PTM harus

kembali ke Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ) karena ka-

sus Covid-19 yang mening-

kat. Komunikasi antara

anak, guru, dan pihak seko-

lah itu sebaiknya cukup in-

tens dilakukan sehingga

anak akan merasa aman.

Masing_masing anak,

mempunyai sikap yang

berbeda terhadap PTM.

Beberapa anak akan

merasa senang bertemu

dengan teman sebaya dan

guru mereka. Namun ada

beberapa anak lainnya yang

telah menyesuaikan diri de-

ngan PJJ di rumah mereka

masing-masing, sehingga

akan merasa kewalahan

dengan lingkungan sosial

yang baru.

Dengan bimbingan yang

baik dari lingkungan seko-

lah, dari guru, dan dari

orang tua, harapannya

anak-anak akan bisa me-

nyesuaikan proses pembe-

lajaran di masa pandemi ini

agar mereka bisa mengikuti

pembelajaran dengan baik

dan benar.            (Ati/Fia)-d
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Mengantar anak ke sekolah, tentu dengan protokol kese-

hatan.

Tanya:
Dok saya sering bepergian,mema-

kai panty liner  tipis supaya merasa
kering tidak lembab. Apakah kebi-
asaan ini baik? Apakah lebih baik
kalau memakai yang ada antiseptik
seperti ada kandungan daun sirih atau
parfumnya. 

Dina, Sleman

Jawab:
Sampai saat ini masih dijumpai

perdebatan soal penggunaan panty
liner.

Pada  dasarnya penggunaan panty-
liner setiap hari tidak dilarang. Bahkan
ada penelitian yang menyatakan bah-
wa pemakaian pantyliner di antara
dua jadwal menstruasi tidak memiliki
efek negatif pada area vulvovagina.

Dengan kata lain bahwa  pantyliner
bukanlah penyebab infeksi atau
masalah pada vagina. 

Yang kerap menjadi masalah,
adalah cara penggunaan yang tidak
tepat, sehingga meningkatkan risiko
infeksi.

Dampak yang sering muncul  antara
lain, iritasi di sekitar vagina, alergi ba-
han penyerta, infeksi vagina. Jadi
penggunaan yang benar adalah, ganti
minimal 4 jam sekali, jangan dipakai
sepanjang hari supaya vagina punya
kesempatan bernapas, jangan pakai
yang mengandung pewangi bahan
kimia. Biasakan mencuci tangan saat
mengganti panty liner dengan sabun
dan air mengalir.

Demikian penjelasan kami dan se-
moga bermanfaat. Salam. ❑-d

Pemakaian Pantyliner

Alamat: Jl. Damai (Jl Kaliurang Km 8) Jaban RT 01RW 025 Desa Sinduharjo Ngaglik Sleman. Hp 081903763537, 089619225868

Tanya:

Keponakan  sahabat saya, perempuan

masih berusia 16 tahun, sudah pacaran ter-

lalu jauh dengan kakak kelas nya  di SMA .

Hingga akhirnya hamil, keluarga memutus-

kan untuk dinikahkan. Namun mengingat

usia masih dibawah umur, apakah bisa

dinikahkan? Lis - Yogyakarta

Jawab:

Mahkamah Agung RI  sudah mengeluar-

kan regulasi yang mengatur penanganan

dan penyelesaian perkara dispensasi nikah,

atau dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat

(1)  UU no 1 tahun 1974, sebagaimana di-

ubah dengan undang undang nomor 16

tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak

pria berusia minimal 19 tahun, dan pihak

wanita minimal 19 tahun. Mahkamah RI

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung

RI  nomor 5 tahun 2019, tentang pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Berkaitan dengan keponakan anda yang

usianya belum memenuhi persyaratan usia (

19 tahun ) menikah, maka perkawinan hanya

dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah

memberikan dispensasi kawin  sesuai perat-

uran perundang-undangan. Permohonan

dispensasi nikah diajukan orang tua calon

pengantin, disertai dengan dokumen doku-

men identitas orangtua dan identitas anak

(calon pengantin). ❑-d

Dispensasi Nikah

Kondisi pandemi saat ini, membuat Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

kembali dikaji ulang. Orangtua juga mulai banyak yang galau untuk

mengizinkan anaknya belajar offline di sekolah.

Bagi yang ingin mengajukan perta-
nyaan mengenai masalah hukum dan
kesehatan reproduksi bisa mengirim ke
e-mail: keluargakr@gmail.com

Keputusan Anak Ikut PTM di Tangan Ortu


